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PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

lalan Pulan Kalimantan NO. 33 Tip/Fax, (0452)21743, Em@il ; dinaspendidikankabposo@gmail.com, Kode Pos 94619

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 188.45/ S0 /DIKBUD/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

© 4. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar disatuan

pendidikan, perlu ditetapkan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu

—

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Poso.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Tahun2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Nomor4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/1/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 tahun 2010 tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja KeMenterian Pendidikan dan
Kebudayaan,

11, Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 15 tahun 2012 tentang Pengelolaan

dan Penyelenggaraan Pendidikan;






